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RINGKASAN 

 

 

Kewenangan  Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan 
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  diharapkan 

lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan melalui Pendapatan asli Daerah 

(PAD). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 

rangka menggali sumber keuangan daerah dalam prosesnya banyak terjadi selisih 

pendapat atau sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah mengenai 

besarnya pajak yang harus dibayarkan, objek pajak yang sudah tidak ada, dan 

adanya peromohonan keringanan dalam bentuk angsuran dalam pembayaran 

pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kebijakan hukum an Implikasi 

Hukum pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan 

bangunan  perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Brebes. Penelitian ini 

menggunakan Metode pendekatan  Yuridis Normatif, Tipe penelitian deskriptif 

analisis,  Sumber data sekunder,dan  data diperoleh dengan menggunakan studi 

kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, 

dan dianalisis normatif kualitatif. 

Hasil penelitian menujukan bahwa Kebijakan Hukum Pemberian 

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan, berdasarkan pada Asas politik finansial, asas ekonomis, asas 

keadilan. Asas administrasi, asas yuridis. Implikasi hukum yang timbul terhadap 

pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan berupa : Implikasi kewenangan,  Implikasi Pengawasan, 

Implikasi Keuangan dan Implikasi Sumber Daya Manusia. 

 
 

 

 

Kata kunci : Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak  Bumi  dan Bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

SUMMARY 

 

The authority of the Regional Government as the organizer of regional 

government affairs according to the principle of autonomy and co-

administration is expected to be able to explore financial sources through 

Regional Original Revenue (PAD). In the process of collecting Rural and 

Urban Land and Building Taxes in the context of exploring regional financial 

sources, there are many differences of opinion or tax disputes between 

taxpayers and the government regarding the amount of tax to be paid, tax 

objects that no longer exist, and applications for relief in the form of 

installments in the form of installments. payment of taxes. 

This study aims to analyze legal policies and legal implications for the 

provision of reduction, relief, and exemption from land and building taxes in 

rural and urban areas in Brebes Regency. This study uses a normative juridical 

approach, descriptive analysis research type, secondary data sources, and data 

obtained by using literature studies, presented in the form of narrative texts that 

are arranged systematically, and analyzed qualitatively normative. 

The results of the study indicate that the Legal Policy for the Granting of 

Reductions, Relief, and Exemption of Land and Building Taxes in Rural and 

Urban, is based on the principles of financial politics, economic principles, and 

the principles of justice. Administrative principles, juridical principles. The 

legal implications arising from the granting of reduction, relief, and exemption 

from land and building taxes in rural and urban areas are: Implications of 

authority, Implications of Supervision, Implications of Finance and 

Implications of Human Resources. 
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